
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU 
NOMOR: 3 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2021. 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Vims Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Vims Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahays.kan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
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Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2020 
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tanun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 4); 

28. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 82 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita daerah Kota Baubau 
Tahun 2021 Nomor 82). 
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b. 
a. Pendapatan Rp. 860.400.648.509,00 

Belanja Rp. 832.842.954.527 ,00 
Surplus/ (Defisit) ....... Rp. 27.557.693.982,00 

Pembiayaan 
- Penerimaan Rp. 76.751.703.757,00 
- Pengeluaran Rp. 3.264.000.000,00 
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c. 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: 

Pasal 2 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
berupa laporan keuangan meliputi: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaandaerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021 

Menetapkan: 

WALI KOTA BAUBAU 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU 

Dan 
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Pasal 
3 

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 
101.411.397.048,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 174.899.100.805,00 
b. Realisasi Rp. 73.487.703.757,00 

3.264.000.000,00 
336.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

b. Realisasi 
Selisih Kurang 

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp. 336.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pengeluaran Rp. 3.600.000.000,00 

Pembiayaan 

76.751.703.757,00 
101.747.397.048,00 

Rp. 
Rp. 

b. Realisasi 
Selisih kurang 

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp 101.747.397.048,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Penerimaan Rp. 178.499.100.805,00 

Pembiayaan 

Rp. 27.557.693.982,00 
Rp. (202.456.794.787,00) 

b. Realisasi Surplus/ (Defisit) 
Selisih lebih 

(3) Selisih Anggaran dengan realisa.si Surplus/(Defisit) sejumlah RP.:. 
202.456.794.787,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Surplus/(Defisit) Rp. (174.899.100.805,00) 

832.842.954.527,00 
182.840.198.078.00 

Rp. 
Rp. 

b. Realisasi 
Selisih kurang 

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 
182.840.198.078,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja Rp. l.015.683.152.605,00 

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah BR:. 
19.616.596.709,00 dengan rincian yang terdiri atas: 
a. Anggaran Pendapatan Rp. 840.784.051.800,00 
b. Realisasi Rp. 860.400.648.509,00 

Selisih lebih Rp. 19.616.596.709,00 

73.487.703.757,00 Rp. Jumlah Pembiayaan Netto 
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Pasal 7 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e per 31 Desember Tahun 2021 
sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 2.543.716.234.096,84 

2.529.354.987.023,49 Rp. d. Ekuitas Akhir 

21. 950.693.039,00 c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Rp. 
Kesalahan Mendasar 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Saldo Ekuitas awal Rp. 2.408.427.597.885,14 
b. Surplus/ Defist LO Rp. 98.976.696.099,35 

a. 
Realisasi Pendapatan Operasional (LO) Rp. 892.653.764.650,88 

b. Realisasi Behan Operasional (LO) Rp. 784.046.173.225,29 
c. Surplus dari operasi (LO) Rp. 108.607 .591.425,60 
d. Surplus dari non operasi (W) Rp. (9.630.895.326,25) 

e. Pos luar biasa (LO) Rp. 98.976.696.099,35 

f. Total Surplus (LO) Rp. 98.976.696.099,35 

Pasal 6 

Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 

101.045.397. 739,00 

76.479.783.757,00 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 
Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 
Anggaran (SiLPA/ SiKPA) 

Pasal 4 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 meliputi: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 76.479.783.757,00 

Rp. 101.411.397.048.00 Selisih kurang 
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Lampiran 1.3 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 
kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Lampiran 1.4 

Pasal 10 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 

Pasal9 
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 196.732.064.380,00 
c. Arus Kas dari aktivitas investasi Non Rp. (169.174.370.398,00) 

Keuangan 
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (2. 992.080.000,00) 
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Rp. 516.349.617,00 

Anggaran 
f. Saldo Kas akbir per 31 Desember 2021 Rp. 103.228.210.138,00 

Pasal 8 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut: 

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021 Rp. 78.146.246.539,00 

14.361.247.073,35 
2.529.354.987.023,49 

Rp. 
Rp. 

b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

. . 
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Pasal 11 
W a1i Kota Baubau menetapkan Peraturan W ali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Peru bahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan Atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana 
Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban J angka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai 
Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun 
Anggaran Berikutnya; dan 
Ikhtisar La.poran Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/ Perusahaan Daerah. 

t. Lampiran XX 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 
o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran xvm 
s. Lampiran XIX 

k. Lampiran XI 
I. Lampiran XII 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran vn 
h. Lampiran VIlI 
1. Lampiran IX 
J. Lampiran X 

• \ 
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NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
NOMOR ... 

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 3 

TABAUBAU, 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 1 Agustus 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 1 Agustus 2022 


